
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1058, 2020 KEMENKES. Radiologi Klinik. Pelayanan. 

Pencabutan. 
 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2020  

TENTANG 

PELAYANAN RADIOLOGI KLINIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

bidang kesehatan dalam pemanfaatan sumber radiasi 

pengion yang pesat dapat digunakan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap 

memperhatikan aspek keselamatan pasien, tenaga 

kesehatan, dan lingkungan tempat pelayanan kesehatan 

diberikan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Radiologi perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, 

kebutuhan hukum masyarakat, dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan 

Radiologi Klinik; 
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Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang 

Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan 

Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4839); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana 

Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1197); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN 

RADIOLOGI KLINIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang 

menggunakan semua modalitas yang menggunakan 

sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis 

dan/atau terapi dengan panduan imejing. 

2. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan 

partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya 

mampu mengionisasi media yang dilaluinya. 

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
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dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. 

4. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada 

Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang pelayanan kesehatan. 

 

Pasal 2 

Pengaturan Pelayanan Radiologi Klinik bertujuan untuk: 

a. menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan 

tenaga kesehatan, pasien, masyarakat dan lingkungan 

hidup tempat Pelayanan Radiologi Klinik dilakukan; 

b. mewujudkan standar Pelayanan Radiologi Klinik di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan 

c. meningkatkan mutu Pelayanan Radiologi Klinik di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk 

diagnostik dan terapi. 

(2) Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli (expertise) 

dalam rangka penegakan diagnosa. 

(3) Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai panduan dan 

tindakan terapi. 
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Pasal 4 

(1) Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, atau swasta. 

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa:   

a. rumah sakit; 

b. balai; 

c. puskesmas; dan 

d. klinik.  

 

Pasal 5 

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 

Pelayanan Radiologi Klinik harus memiliki peralatan dan 

sumber daya manusia. 

(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas peralatan Radiasi Pengion dan nonpengion. 

(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas dokter spesialis radiologi, tenaga 

kesehatan lain, dan tenaga nonkesehatan. 

(4) Dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) bertanggung jawab dan memastikan peralatan 

dengan modalitas Radiasi Pengion dan non pengion di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kondisi andal. 

 

Bagian Kedua 

Kemampuan Pelayanan 

 

Pasal 6 

(1) Berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, 

Pelayanan Radiologi Klinik terdiri atas: 

a. Pelayanan Radiologi Klinik pratama; 

b. Pelayanan Radiologi Klinik madya; 

c. Pelayanan Radiologi Klinik utama; dan 

d. Pelayanan Radiologi Klinik paripurna. 

(2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada: 
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